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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Perlindungan konsumen adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan 

perdagangan yang sehat. Dalam kegiatan perdagangan yang sehat harus ada 

keseimbangan perlindungan hukum antara produsen dengan konsumennya. 

Tidak adanya perlindungan yang seimbang pasti akan menyebabkan konsumen 

berada pada posisi yang lemah, apalagi jika produk yang dihasilkan oleh 

produsen merupakan suatu produk yang terbatas, maka produsen dapat 

menyalahgunakan posisinya yang monopolitis tersebut, di mana hal ini tentunya 

akan merugikan konsumen.1 

Saat ini dunia tengah berada pada revolusi industri 4.0 yang menekankan 

pada digitalisasi dan ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dalam 

setiap kehidupan manusia. Nantinya, dengan semakin berkembangnya 

teknologi informasi ini, dunia pun akan memasuki revolusi society 5.0, di mana 

peran manusia banyak yang digantikan oleh robot. 

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas yang ada saat ini, banyak 

mengeluarkan berbagai macam barang atau jasa dalam bidang kesehatan yang 

dipasarkan kepada konsumen di tanah air, seperti melalui promosi, iklan, 

ataupun penawaran secara langsung. Jika tidak hati-hati dalam memilih barang 

atau jasa yang diinginkan, maka konsumen hanya akan menjadi suatu objek 

eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab tanpa disadarinya 

dan konsumen akan menerima begitu saja barang atau jasa yang 

dikonsumsinya.2 Perkembangan ekonomi yang pesat telah menghasilkan 

berbagai barang atau jasa yang dapat dikonsumsi, yang biasanya sejenis ataupun 

 
1 Ahmadi Miru, 2011, Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 1 
2 Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, hlm. 1 
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bersifat komplementer terhadap satu sama lain. Beragamnya produk yang 

semakin luas karena adanya dukungan dari kemajuan teknologi, komunikasi, 

dan informasi, dan juga jelas terjadi perluasan arus transaksi barang atau jasa 

yang ditawarkan secara variatif, baik yang asalnya dari dalam negeri ataupun 

dari luar negeri. 

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi 

konsumen karena kebutuhan sehari-harinya atas barang atau jasa yang 

diinginkan dapat terpenuhi dan juga dampak negatif karena semakin terbukanya 

kesempatan dan kebebasan dalam memilih aneka jenis ataupun kualitas barang 

atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan masing-masing konsumen. 

Hal ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen yang 

menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada diposisi yang lemah. 

Konsumen menjadi objek aktivitas dalam bisnis untuk meraih keuntungan yang 

sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui promosi, cara penjualan, serta 

perjanjian standar yang merugikan bagi konsumen.3 

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas 

yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi 

kepentingan konsumen.4 Untuk menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan 

konsumen, maka pemerintah memberi perlindungan konsumen dalam suatu 

produk hukum, hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan 

untuk memaksa pelaku usaha untuk mentaatinya, dan hukum memiliki sanksi 

yang tegas.5  

Terwujudnya keadaan yang sehat adalah keinginan dari setiap orang, di 

mana dalam Undang-Undang Pokok Kesehatan dijelaskan bahwa tiap-tiap 

 
3 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 11-12 
4 AZ. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada 

Perlindungan Konsumen, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 64-65 
5 Susanti Adi Nugraha, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara 

serta Kendala Implementasinya, PT. Kencana, Jakarta, hlm. 2 



 

 
 
 

3  Universitas Kristen Indonesia 
 

  

Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak memperoleh kesehatan 

yang sebaik mungkin dan perlu diikutsertakan dalam usaha-usaha kesehatan 

Republik Indonesia yang harus dicapai secara merata oleh seluruh rakyat 

Indonesia. Tiap-tiap warna negara juga harus ikut aktif dalam semua usaha 

kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah.6 

Saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan, 

telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang 

semakin canggih. Perkembangan ini juga mempengaruhi jasa professional 

dibidang kesehatan dari waktu ke waktu yang juga semakin berkembang, 

berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah 

besar, dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar juga. 

Dalam banyak hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan sering ditemui 

kasus–kasus yang merugikan pasien, oleh sebab itu tidak mengherankan apabila 

profesi kesehatan ramai diperbincangkan, baik dikalangan intelektual maupun 

masyarakat awam dan kalangan pemerhati kesehatan.7 

Tes antigen adalah tes imun yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan 

antigen virus tertentu yang menunjukkan adanya infeksi virus saat ini. Rapid 

test antigen biasanya digunakan untuk mendiagnosis patogen pernapasan, 

seperti virus influenza dan respiratory syncytial virus (RSV). Rapid test antigen 

juga digunakan sebagai tes skrining di mana pengujian berulang dapat dengan 

cepat mengidentifikasi orang yang terinfeksi SARS-CoV-2, sehingga tindakan 

pencegahan penularan infeksi dapat segera dilakukan. Namun, bila hasilnya 

didapati positif, dokter masih perlu melakukan tes PCR untuk memastikan 

diagnosis. 

Mengacu pada Surat Edaran Menkes Nomor 234/2020 tertanggal 7 April 

2020, semua laboratorium pemeriksa COVID-19 yang melakukan pemeriksaan 

 
6 CST Kansil, 2000, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6 
7 Bahder Jhohan N, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, PT. Rineka Cipta, 

Jakarta, hlm. 4 
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spesimen, harus melaporkan hasil pemeriksaan (baik positif atau negatif), ke 

Dinas Kesehatan setempat. Hal ini untuk penanganan terhadap lingkungan 

pasien, agar diketahui adanya ODP (Orang dalam Pengawasan) dan PDP 

(Pasien dalam Pengawasan). Laporan pemeriksaan spesimen juga harus dikirim 

ke rumah sakit yang mengirimkan spesimen untuk diperiksa. Hal ini bertujuan 

untuk penanganan klinis pada pasien. Sementara itu, untuk pelaporan, setiap 

laboratorium pemeriksa COVID-19 harus mengisi format isian melalui aplikasi 

All Record, yang nantinya akan dibaca atau diakses oleh PHEOC (Ditjen P2P) 

dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), yang selanjutnya dilaporkan ke Gugus 

Tugas. 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara berhasil 

membongkar dugaan penggunaan alat tes cepat bekas di Bandara Kualanamu 

Deli Serdang Sumatera Utara. Penindakan tersebut sebagai upaya adanya 

laporan dari masyarakat bahwa banyaknya hasil positif dari stik antigen 

tersebut. Stik swab antigen dikumpulkan oleh pelaku, kemudian dicuci dan 

dikemas ulang sehingga bisa dipakai kembali saat memeriksa tes swab antigen 

di Bandara Kualanamu. Pelaku tersebut mendaur ulang stik untuk swab antigen 

atas perintah kepala kantor wilayah PT Kimia Farma Solusi yang ada di kota 

Medan dengan kontrak dengan pihak PT Angkasa Pura II dalam rangka 

melaksanakan kepada penumpang perjalanan udara. Sesuai dengan kontrak 

dihasilkan keuntungan mencapai Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus 

juta rupiah) karena praktik ilegal tersebut sudah dilakukan sejak Desember 

2020.8 

Pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, Tim Penyidik Subdit IV/Tipidter 

Ditreskrimsus Polda Sumut telah mengamankan SEPIPA RAZI als SEPI 

dipintu keluar Bandara Internasional Kualanamu di Jalan Bandara Kuala Namu, 

 
8 PT Kimia Farma di Medan dengan kontrak dengan pihak PT Angkasa Pura II, BSI, dikutip dari  

https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/316556/Jurnal-1.pdf, diakses pada tanggal 15 

April 2022 

https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/316556/Jurnal-1.pdf
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Desa Pasar Enam Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, 

Provinsi Sumatera Utara, dimana pada saat itu padanya ada ditemukan alat 

kesehatan Rapid Test Antigen berupa Brush Swab/Stik Antigen dan Tabung 

antigen bekas pakai yang dikemas dalam plastik kantongan yang dibawanya 

dari tempat pemeriksaan Rapid Test Swab Antigen Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) di Lantai M Bandara Kuala Namu Internasional Airport. Alat 

tersebut akan dibawa ke Laboratorium PT. Kimia Farma Diagnostika yang 

berlokasi di Jalan R.A Kartini No. 1, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan 

Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk didaur ulang dan 

selain alat kesehatan berupa brush swab/stik antigen dan tabung antigen bekas 

tersebut, dari SEPIPA RAZI als SEPI juga diamankan uang sebesar Rp 

28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang 

berdasarkan pengakuannya bahwa uang tersebut adalah hasil dari pemeriksaan 

Rapid Test Swab Antigen Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lantai M 

Bandara Kuala Namu Internasional Airport yang diberikan oleh MARZUKI 

selaku Petugas Pencatat dan penerimaan uang dari pasien yang melaksanakan 

pemeriksaan Rapid Test Swab Antigen Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

di Lantai M Bandara Kuala Namu Internasional Airport.  

Selanjutnya, Tim Penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut 

melakukan pengecekan di tempat pemeriksaan Rapid Test Swab Antigen 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lantai M Bandara Kuala Namu 

Internasional Airport, Jalan Bandara Kuala Namu, Kec. Beringin, Kab. Deli 

Serdang, Prov. Sumatera Utara dan ditemukan sedang berlangsung kegiatan 

pemeriksaan Rapid Test Swab Antigen Covid-19 calon penumpang pesawat 

terbang, dan diketahui bahwa yang menyelenggarakan atau pelaksana 

pemeriksaan Rapid Test Swab Antigen Covid19 tersebut adalah PT. Kimia 

Farma Diagnostika Unit Bisnis Sumatera I. Berdasarkan keterangan petugas 

yang melaksanakan pemeriksaan rapid test swab antigen covid-19 di Lantai M 

Bandara Kuala Namu Internasional Airport, bahwa ada alat rapid test swab 
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antigen covid-19 hasil daur ulang yang digunakan yaitu berupa brush swab/stik 

antigen dan tabung antigen. 

Dalam menganalisis dan menjelaskan kejahatan pelaku usaha dan 

bagaimana ganti rugi kepada konsumen, pasti ada pertanggungjawaban hukum 

yang ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita suatu pihak sebagai akibat 

dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang 

atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. Upaya terpenting dalam 

memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan 

perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas 

pembinaan, penyelenggaraan, dan perlindungan konsumen yang menjamin 

diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha. 

Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) merupakan salah satu badan yang 

diatur secara khusus dalam Undang-Undang, yang mempunyai fungsi 

memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya 

mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) merupakan lembaga non 

pemerintah yang mempunyai kegiatan untuk menangani perlindungan 

konsumen. Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

konsumen, baik dalam perlindungan konsumen, dalam hal ini segala upaya 

memberikan jaminan adanya kepastian hukum untuk meniadakan tindakan 

sewenang-wenang, di mana hal itu akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. 

Kepastian hukum ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

dan juga bidang hukum lainnya, seperti Hukum Publik (Pidana), Hukum Privat 

(Perdata), dan Hukum Administrasi Negara. 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang 
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dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. Dalam kasus swab antigen tersebut, sudah dapat dilihat bahwa 

ketidakpastian hukum karena apa hal itu bisa terjadi, dikarenakan lebih khusus 

pelaku usaha di bidang itu tidak mencantumkan informasi alat dan bahan yang 

digunakan untuk mengolah stik swab antigen tersebut. Dari hal tersebut tidak 

ada kepastian hukum dalam bidang informasi, yang di mana informasi adalah 

suatu keharusan dalam membuat suatu produk yang akan dikonsumsi. 

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksud untuk 

mematikan usaha para pelaku, tetapi juga sebaliknya perlindungan konsumen 

dapat mendorong iklim usaha yang sehat dan juga mendorong perusahaan-

perusahaan, khususnya di bidang kesehatan agar lebih maju dalam 

memproduksi alat kesehatan yang sesuai dengan standar mutu kesehatan yang 

berkualitas. Berdasarkan latar belakang tersebut, diketahui bahwa hak-hak 

konsumen perlu lebih diperhatikan dalam perlindungannya terhadap peredaran 

daur ulang swab antigen yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan 

perundang-undangan untuk di kondisi pandemi seperti saat ini. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis berniat untuk 

menyusun sebuah karya ilmiah atau penelitian dalam bentuk skripsi dengan 

judul sebagai berikut “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS 

PENYALAHGUNAAN SWAB ANTIGEN BEKAS YANG TELAH 

DIDAUR ULANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN (Studi Kasus : Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Lbp)” 

karena merupakan suatu kajian secara mendalam terhadap perlindungan 

konsumen, khususnya mengenai alat medis yang digunakan secara berkali-kali 

(daur ulang). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan perumusan 

atas masalah yang terjadi sebagai berikut: 

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN 

Lbp telah sesuai atau belum berdasarkan teori pemidanaan? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penyalahgunaan 

swab antigen bekas yang telah didaur ulang pada putusan Nomor 

1981/Pid.Sus/2021/PN Lbp? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini memiliki fungsi bahwa karya ilmiah yang 

penulis lakukan, memiliki batasan dalam melakukan penelitian agar 

pembahasan yang dilakukan penulis tidak keluar dari rumusan masalah. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan rumusan masalah 

sebagai acuan penulis dalam melakukan analisis guna mengkaji rumusan 

masalah yang dibahas oleh penulis. 

 

D. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penulisan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum 

terkait dengan paradigm science as a process (ilmu sebagai proses) dan 

paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final). Tujuan penelitian 

merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 
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1. Untuk mengetahui dan memahami apakah pertimbangan hakim dalam 

putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Lbp telah sesuai atau belum 

berdasarkan teori pemidanaan. 

2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pelaku usaha  

terhadap penyalahgunaan swab antigen bekas yang telah didaur ulang pada 

putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Lbp. 

 

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 

1. Kerangka Teori 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.9 Hukum dibutuhkan 

untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan 

politik untuk memperoleh keadilan sosial. 

a. Teori Kepastian Hukum 

Berdasarkan teori kepastian hukum, kepastian adalah perihal 

keadaan yang pasti, ketentuan, atau ketetapan. Hukum secara hakiki 

harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena 

pedoman kelakuan itu harus menjunjung suatu tatanan yang dinilai 

wajar. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang bisa dijawab 

secara normatif, bukan sosiologi. Menurut Kelsen, hukum adalah 

sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan 

aspek seharusnya (das sollen), dengan menyertakan beberapa peraturan 

tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produksi dan 

aksi manusia yang deliberatif.  

 
9 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53 
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Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum, 

menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dengan 

masyarakat, baik dalam hubungan baik dengan sesama individu maupun 

hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi 

batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan pelaksanaan aturan tersebut, menimbulkan adanya 

kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum adalah ketika suatu 

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara 

jelas dan logis. Jelas tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan 

logis. 

Kepastian hukum mengarah kepada pemberlakuan hukum yang 

jelas, tetap konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat 

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang subjektif. Kepastian dan 

keadilan bukan sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual juga 

mencirikan hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua 

pengertian, yaitu pertama, bahwa adanya aturan yang bersifat umum 

membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan, dan yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat 

umum, individu dapat mengetahui yang boleh dilakukan atau 

dibebankan oleh negara terhadap individu.10 Kepastian hukum 

merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan.11 Norma-

norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi 

sebagai peraturan yang ditaati. 

b. Teori Pemidanaan 

Teori pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan 

penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan 

penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (justification) 

 
10 CST Kansil, Christine, S.T Kansil, Engilien R, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, hlm. 385 
11 Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Instisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23 
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dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) 

dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak 

pidana.12 

Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan 

pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan negara 

dalam realitasnya sebagai roh. Bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut 

termaktub dalam berbagai teori pemidanaan yang lazim dipergunakan. 

Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan 

kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. 

Adapun teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan 

pidana yaitu 

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien) 

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori imbalan 

dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut 

ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak 

tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah 

melakukan kejahatan.13 Dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan 

sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang 

bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan 

pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat 

menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan 

pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.14 

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (doeltheorien) 

Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan 

dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman 

 
12 Soetikno, 2008, Filsafat Hukum Bagian I, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 67 
13 Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 

hlm. 38 
14 Djoko Prakoso, 2008, Hukum Penintensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47 
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sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (nut van 

destraf). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna 

menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk 

suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana berbeda-beda, seperti 

menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu, dibedakan 

juga antara prevensi umum dan khusus. Prevensi umum 

menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan 

delik.15 

3) Teori Gabungan (verenigingstheorien) 

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori 

absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan 

pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur 

pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah 

dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. 

2. Kerangka Konsep 

Peranan konsep dalam penelitian memiliki arti sebagai kata yang 

menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal khusus yang 

disebut sebagai definisi operasional. Pentingnya definisi operasional agar 

tidak terjadinya masalah dalam menafsirkan konsep-konsep yang 

dipergunakan dalam penelitian ini, dan juga dipergunakan untuk 

memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Definisi operasional dari 

konsep-konsep yang dipergunakan adalah 

a. Konsumen 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. 

b. Penyalahgunaan 

 
15 Andi Hamzah, 2004, Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34 
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Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan 

sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya.16 

c. Pelaku Usaha 

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi. 

d. Daur Ulang 

Daur ulang adalah suatu proses yang menjadikan sebuah bahan 

bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya 

penumpukan sampah atau limbah yang dapat berubah menjadi sesuatu 

yang berguna dan mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, 

mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, mengurangi 

kerusakan lahan, dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Daur 

ulang merupakan salah satu metode dalam pengelolaan limbah padat 

menjadi barang berdaya guna baru, sehingga pada zaman modern yang 

segalanya serba instant dan penggunaan sumber daya alam (SDA) yang 

tidak ataupun tanpa perhitungan saat dibutuhkan merupakan suatu 

solusi.17 

e. Swab Antigen 

Swab test antigen adalah pemeriksaan imun yang berfungsi untuk 

mendeteksi keberadaan antigen virus tertentu yang menunjukkan 

adanya infeksi virus saat ini. Swab test antigen biasanya digunakan 

 
16 KBBI Daring, Kemdikbud, dikutip dari http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan, 

diakses pada tanggal 17 Juni 2022 
17 Perlindungan Konsumen di Indonesia, Kompasiana, dikutip dari 

https://www.kompas.com/perlindungan-konsumen-di-indonesia, diakses tanggal 15 Juni 2022 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan
https://www.kompas.com/perlindungan-konsumen-di-indonesia
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untuk mendiagnosis patogen pernapasan, seperti virus influenza 

dan respiratory syncytial virus (RSV).18 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam membuat suatu penelitian, umumnya para peneliti menggunakan 

metode penelitian tertentu. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Bentuk metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (penelitian kepustakaan). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian secara 

sederhana yang berkaitan dengan adanya penyalahgunaan hak dan 

kewajiban oleh produsen terhadap konsumen. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam 

penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang akan digunakan 

adalah  

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen; 

 
18 Ketahui Perbedaan dari Swab Test Antigen dan PCR, HaloDoc, dikutip dari 

https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-perbedaan-dari-swab-test-antigen-dan-pcr, diakses pada 

tanggal 25 Juni 2022 

https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-perbedaan-dari-swab-test-antigen-dan-pcr
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2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; 

3) Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/446/2021 

tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen Dalam 

Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

4) Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan 

Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19); 

5) Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada 

Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik; 

7) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas 

Obat dan Makanan; 

8) dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, 

memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, seperti teori para 

sarjana, buku, penelusuran di internet, artikel ilmiah, jurnal, dan tesis. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

kamus dan ensiklopedia.19 Sumber bahan hukum dapat diperoleh dari 

perpustakaan, buku, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan 

internet. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 
19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Rajawali Press, Jakarta, hlm. 32 
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (library 

research), sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang penulis 

lakukan dengan menganalisa dan mempelajari peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan buku-buku, literatur, serta dokumen yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan yang dianalisa dari berbagai 

sumber. 

4. Analisa Data 

Dalam penelitian ini, analisa data yang digunakan adalah deskriptif, 

yaitu yang menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh 

dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum 

yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab 

permasalahan yang diteliti. Analisa deskriptif tertuju pada pemecahan 

masalah dan pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai 

pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan 

interpretasi tentang arti data itu sendiri. Selanjutnya sebagai cara untuk 

menarik kesimpulan dari data-data yang dikumpulkan dipergunakan 

metode analisis kualitatif, yang dilakukan dengan menginterpretasikan, 

menguraikan, menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis sesuai 

dengan penelitian. Seluruh data yang dikumpulkan, kemudian dianalisa 

secara kualifikatif dan kemudian diuraikan secara deskriptif. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibagi kedalam lima bab yang menggambarkan dan 

menjelaskan permasalahan secara terpisah, tetapi merupakan suatu kesatuan. 

Adapun sistematika yang terdapat dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai 

berikut 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang yang mendasari 

penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan 

tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang berhubungan 

dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan, 

serta diuraikan juga mengenai kerangka pemikiran/konsep. 

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 

1981/Pid.Sus/2021/PN Lbp TELAH SESUAI ATAU BELUM 

BERDASARKAN TEORI PEMIDANAAN 

Bab ini terdapat sub-sub bab yang membahas tentang pertimbangan 

hakim dalam putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Lbp telah 

sesuai atau belum berdasarkan teori pemidanaan. 

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP 

PENYALAHGUNAAN SWAB ANTIGEN BEKAS YANG TELAH 

DIDAUR ULANG PADA PUTUSAN NOMOR 1981/Pid.Sus/2021/PN Lbp 

Bab ini terdapat sub-sub bab yang membahas tentang 

pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penyalahgunaan swab 

antigen bekas yang telah didaur ulang pada putusan Nomor 

1981/Pid.Sus/2021/PN Lbp. 

BAB V PENUTUP 

Yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan pokok 

permasalahan yang ada. 

 


